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.'t~",,-n n ...rnbaran. al Pendidl~" \~-- a,han
" hun 2 05 tentnng Sb;l;ndar NaSIOn15 ornor 45. 'Tarot>
NCLT R publik Indcnesta Tahun 20 5670\'

o lik I d si !'lomor Itrnbur n Ne am Repub none ose1l
, 37 Tahun 2009 tentang 76

P raturan Pemenntah Nornor . 2009 ol1lOf ~
(Lernb n NegaraRepubHk Indone~la Tahun ia OIDors001};
T b an Lernba.rari Negara Republtk Indones

Tahun 20 4 tent,ang
Perururari Pemerintah Nornor 4 1 Iaan ~
1 nyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan p~nge 0 2014 "otnOr

I Tinggi (Lernbarari Negara Republik Indonesl~ Tahun esia -()l'nOI'
1 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndon
500):

7: Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
I Kualiflkasi Naeiorial Indonesia (Lembaran Negara RepUb ik

Indonesia Tahun 2012 Norncr 24); .
8.1 Peraturan Presiden NOxP0r83 Tahun 2015 ten~g Kemen~

Agama (Lernbaran Negara Republik IndonesIa Tahun .
Nomor 168);
Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tiriggi Agarna;

I
10, Keputusan Menteri Agarna Nornor 156 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan ~
, Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggl

Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nornor 353 Tahun 2004 tentang

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama
Islam;

12. Keputusan Menteri Agarna Nornor 387 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada
Perguruan Tinggi Agama Islam;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ornor 49 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita egara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Perielitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan
Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

. 2014 Nornor 1290);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan enteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015
tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan ,Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar
Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Repub .
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
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MEMUTUSKAN:

! KrepUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDlKAN ISLAMTENTANO
IZIN PENDIRlAN SEKOLAH TINGGI ILMtJ SYARlAH HUSNUL
KHOTIMAHKUNINGAN.

!M mberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu ~yariah H~snul
Khotirnah Kuningan di hawah Yayasan Husnul Khotimah Kuningan
y ng beralamat di desa Maniskid'ul Kecarnatan .Jalaksana
Kabupaten Kuningan yang didirikan dengan Akta Y~yasan Husnul
Khotimah Kuningan Nomor 257 Tanggal 23 Juru Tahun 20 1~
dibuat oleh Notaris Yudi Mashudi, SH, M.Kn berkedudukan di
Kab'upaten Cirebon dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor AH.01.06-002762 Tahun 2016
t.n.nggal23 Juni 2016.

: Sekolah Tinggi sebagairnana dimaksud dalarn Diktum KESATU
diberikan izin menye1enggarakan program studi:
a. Hukurn Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Program Saxjana;
b. Hukurn Ekonomi Syariah (Muamalah), Program Sarjana.

: lzin penyelenggaraan program studi sebagaimana dirnaksud pada
Diktum KEDUA rnerupakan pemberian izin untuk pelaksanaan
perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan
extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi
Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan dual
mode system.

: Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dirnaksud dalam
Diktum .KETIGA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan
kompetensi kerja dalam Jterangka Kualifikasi Nasional Indonesia
yang diatur dalam Peraturan Presiden Nornor 8 Tahun 2012 ten tang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

: Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
piogram studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dinyatakan rnemenuhi persyaratan akreditasi minimal C untuk
masa 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya wajib mengajukan
akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

: Sekolah Tinggi sebagairnana ,dimaksud dalam Diktum KESATU
harus mernenuhi persyaratan- Dosen Tetap sesuai ketentuan yang
dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen.

: Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
wajib:

a., me~an~ Sistem Penjaminan ,Mutu Internal (SPMI) yang
h~sd.~ya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;

b.melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
s~lambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini
ditetapkan; clan

c. ~elaporkan hasil J?enyelenggaraan program studi sebagaimana
dunaksud ~ Dl.ktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan
.setel~. akhir setiap semester.j, kepada Direktur Jenderal
Pendidikan lsla;n melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama
I lam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-
DIKTI).
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· . k ada Peraturan
I Jl It J J ben g Jar akadernik mengacu ep demik

J Ag lJ1U Nornor 33 Tah'un 2016 tentang Gelar Aka
un 'f 11 g1 Ke g naan.

k 1 h Tin . cbag irnari dirnaksud. dalarn . DiktUm
cl k m Iak akan kewajibannya sebagcumana dlmaksud
kturn KETIQA Dikturn KEEMPAT, Diktum KELlMA.

ikl rn KE' NAM Diktu~ KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN,
j' uhknn anksi se uai dengan ketentuan peraturan

-undangan.
•• ('U Yay an cbagalmana dimaksud pada Diktum KESATU

VI jib m n nd ngani urat pemyataan untuk menyelenggarakan
1) ru Tinggi e uai dengan ketentuan perundang-undangan,
dun m. n ung emua akibat apabila dilakukan pencabutan izin
o IOn- 1 Iernbaga atau program studi setelah dinyatakan tidak
1 Y k erd rkan h it evaluaai.

: K· N rri mulai b rlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditctapkan di Jakarta
pacta tanggal 16 Juni 2017

a.n. MENTERl AGAMA REPUBLIK INDONESIA
~a:JJ1t~'TUR ENDERAL PENDIDlKAN ISLAM
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